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DINILAI RUSAK WAJAH KOTA PALANGKA RAYA,  

PEMKOT DIMINTA TERTIBKAN REKLAME KEDALUWARSA 

 
Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/ 

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan 

Tengah, Hatir Sata Tarigan meminta pemerintah kota setempat, agar segera dapat 

menertibkan reklame atau banner yang sudah kedaluwarsa di daerah itu. 

"Karena kami ada menerima laporan terkait hal ini, kegiatannya sudah berlalu tetapi 

reklame atau bannernya masih terpajang, sehingga akan merusak wajah 'Kota Cantik' 

Palangka Raya," kata Hatir di Palangka Raya, Jumat. 

Dirinya menjelaskan, bahwa pemerintah harus turun ke lapangan untuk memastikan 

reklame atau banner mana saja yang sudah kedaluwarsa di Kota Palangka Raya. 

Tak hanya itu saja, pemerintah juga harus benar-benar memeriksa mana saja 

reklame atau banner yang memiliki izin dan tidak, sebab jika tak berizin maka hal tersebut 

dapat menjadi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). 

"Pemerintah harus turun kelapangan dan memastikan mana yang tidak ada izin 

supaya ditertibkan dan yang punya izin juga kalau sudah lewat masa izinnya juga harus 

ditertibkan," ucapnya. 

Hatir melanjutkan, langkah ini dapat menjadi wujud nyata pemerintah kota untuk 

menjaga keindahan wajah Kota Palangka Raya sesuai dengan mottonya, yakni 'Kota 

Cantik'. 

Bahkan, sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, sudah seharusnya Kota 

Palangka Raya menjadi contoh bagi daerah lain, baik dalam segi pembangunan dan 

penataan ruang. 

"Jadi ke depannya motto ini tidak hanya diucapkan saja, tetapi benar-benar 

terwujud, salah satunya dengan penertiban reklame atau banner yang sudah tidak 

kedaluwarsa," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Satpol-PP Kota Palangka Raya, Berlianto mengungkapkan 

bahwa leading sector penertiban reklame atau banner di daerah ini berada di Perizinan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
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Pihaknya tidak dapat melakukan penertiban tanpa adanya koordinasi dari instansi 

pengampu untuk menertibkan reklame atau banner di Kota Palangka Raya. 

"Jadi kami menunggu hasil rapat dan keputusan dari instansi pengampu untuk 

melakukan penertiban. Kami siap bekerja sama ketika sudah ada permintaan dari instansi 

pengampu," demikian Berlianto. 
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Catatan: 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan Daerah yang 

diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan (Pasal 1 angka 20). PAD memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program pembangunan 

dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Peningkatan PAD juga merupakan indikator 

bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat. Pajak Reklame adalah Pajak 

atas penyelenggaraan reklame (Pasal 1 angka 50). Pajak reklame diatur dalam UU Nomor 

1 Tahun 2022 dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64. 


